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ABSTRAK 

Gomgomtua Nainggolan, 202010115122. Kedudukan Perkawinan Beda Agama 

Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia. 

Ketentuan mengenai perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan pengertian perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara diatur didalam Pasal 2 ayat 1 

Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Negara indonesia 

adalah negara yang memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang beragam serta 

agama yang berbeda-beda sehingga sering terjadi perkawinan beda agama. 

Perkawinan beda agama ini menjadi sebuah masalah dimana tidak adanya aturan 

yang mengatakan secara jelas bahwa tidak boleh adanya perkawinan beda agama 

sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang 

melarang hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan SEMA Nomor 2 

Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana 

status hukum perkawinan beda agama pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian 

yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dalam penelitian ini data 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 Hasil penelitian ini pertama bahwa SEMA tidak termasuk didalam tata 

urutan Perundang-undangan dan SEMA hanya bersifat sebagai peraturan kebijakan 

atau ( beleidsregel ). Kedua status hukum perkawinan beda agama dinyatakan tidak 

sah secara hukum negara dikarenakan pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hakim 

dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.   

 

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 
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ABSTRACT 

Gomgomtua Nainggolan, 202010115122. The position of interfaith marriage 

after SEMA Number 2 of 2023 is reviewed from the marriage law in Indonesia. 

Provisions regarding marriage are regulated in Law Number 1 of 1974 

concerning marriage which was later amended to Law Number 16 of 2019 which 

provides the definition of marriage as a spiritual and physical bond between a man 

and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal 

family. based on the Almighty Godhead. A valid marriage based on state law is 

regulated in Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law that a marriage is valid if 

it is carried out according to the laws of each religion and belief. Indonesia is a 

country that has a variety of cultures and customs as well as different religions, so 

interfaith marriages often occur. This interfaith marriage has become a problem 

where there are no regulations that clearly state that interfaith marriages are not 

permitted, so the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023 which prohibits 

judges from granting requests for interfaith marriages. This research aims to find 

out the position of SEMA Number 2 of 2023 in regulating interfaith marriages in 

Indonesia and what the legal status of interfaith marriages is after Sema Number 2 

of 2023.  

The method used in this research was normative juridical research 

(normative legal research method) . In this research, the data was analyzed 

qualitatively using legal materials from Law Number 12 of 2011 concerning the 

formation of Legislative Regulations.  

The first result of this research is that SEMA is not included in the legislative 

order and SEMA is only a policy regulation or (beleidsregel). The two legal statuses 

for interfaith marriages were declared invalid under state law because after SEMA 

Number 2 of 2023, judges were prohibited from granting requests for registration 

of interfaith marriages. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Hidup adalah pilihan, saat tak memilih itu adalah pilihanmu.” 

( Monkey D. Luffy )  

“Sebagai seorang lelaki saya belajar untuk sabar menunggu.” 

( Brook )  

“Menaklukan hati perempuan bukan dengan kata-kata indah tetapi dengan 

perasaan.” 

( Vinsmoke Sanji )  

“Tidak ada hal yang perlu kamu takutkan, sebab kamu tidak sendirian.” 

( Nico Robin ) 

 

 

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Semua Orang Yang Bertanya :  

“kapan skripsimu selesai ?” 
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